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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.ll, pekerjaan
Guru TK, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun.
Sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
tidak diketahui, semula bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun,
sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah
negara kesatuan Republik Indonesia (gaib).

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;
Telah mempelajari alat bukti surat; serta

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal
19 Oktober 2015 vyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pematangsiantar pada tanggal yang sama Register Nomor
257/Pdt.G/2015/PA.Pst dengan dalil-dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada
tanggal 15 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
51/01/N/I12011 tanggal 18 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun;

2. Bahwa setelah menikah terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di alamat Penggugat tersebut di atas;

3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu orang anak bernama
Anak Penggugat dan Tergugat (Ik), lahir tanggal 04 Februari 2012;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun
damai, namun pada tanggal 18 Januari 2013 Tergugat meminta izin kepada
Penggugat untuk mengantar orang tua Tergugat pindah rumah. Namun
sejak tanggal tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak
pernah kembali ke kediaman bersama;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat
melalui teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin 1, 2, dan 4 yang
tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah ;

7. Bahwa disebabkan hal tersebut, Penggugat sudah tidak ridho lagi
bersuamikan Tergugat dan bercerailah jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatunkan talak satu khuli Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat) dengan inadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

~ dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat in person
datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil
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atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya beberapa kali
panggilan melalui mass media radio, sebagaimana relaas nomor
257/Pdt.G/2015/PA.Pst tanggal 22 Oktober 2015 dan tanggal 23 November
2015;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim
untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, terhadap
krisis rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha
seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara
menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan

rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa dimintakan

jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan
telah mengajukan bukti berupa:
A. Bukti Surat.
Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/01/VIF2011 atas nama
Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-
nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Raya Kahean Kabupaten
Simalungun tanggal 18 Juli 2011, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti
surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.;

B. Bukti Saksi.
1. Saksi Pertama, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat
tinggal di Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya secara agama
Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah tetangga
Penggugat. Saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan

suami Penggugat;
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- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah sekira tahun
2011 di Simalungun;

- Bahwa setelah menikah, terakhir mereka tinggal bersama terakhir di
Kabupaten Simalungun di alamat Penggugat sekarang;

- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai anak satu orang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2013
yang lalu Tergugat permisi kepada Penggugat untuk mengantar
orang tua Tergugat pindah rumah akan tetapi sejak saat itu sampai
dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman
bersama;

- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah
tidak serumah lagi dan Tergugat tidak diketahui lagi alamat dan
keberadaannya sampai sekarang;

- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak ada mengirim
nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa selama ini dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, Penggugat
mencari nafkah sendiri karena Tergugat juga tidak ada meninggalkan
harta untuk Penggugat sebelum kepergiannya tersebut;

- Bahwa Tergugat dan pihak keluarga sudah sering mencari Tergugat
tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup menasehati Penggugat lagi;

2. Saksi Kedua, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya secara
agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah tetangga
Penggugat. Saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan
suami Penggugat;

- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah sekira tahun
2011 di Simalungun;
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- Bahwa setelah menikah, terakhir mereka tinggal bersama terakhir di
Raya Kahean di alamat Penggugat sekarang;

- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai anak satu orang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, dua tahun usia pernikahan mereka
rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai,
namun pada bulan Januari 2013 Tergugat permisi kepada Penggugat
untuk mengantar orang tuanya pindah rumah akan tetapi sejak saat
itu sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke
kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah
tidak serumah lagi setidaknya sudah tiga tahun lamanya sampai
sekarang;

- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak ada mengirim
nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya,
Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebelum kepergiannya
tersebut;

- Bahwa Tergugat dan pihak keluarga sudah berupaya mencari
Tergugat tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup menasehati Penggugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan

keterangan saksitersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat kemudian membayar (uang) iwadh sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat atas
Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan

gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup
menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian

yang tidak terpisah dari putusan ini.
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenai

perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut pada angka 9
dinyatakan perihal gugatan perceraian), maka perkara ini menjadi wewenang
Pengadilan Agama (absolute competentie) dan oleh karena Penggugat
bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Raya Kahean Kabupaten
Simalungun yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: KMA/004/SK/I/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran)
merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka
berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili

perkara a quo (relative competentie);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan
tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau
kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah
dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya
sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan
suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus
dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa

dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;
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Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap
persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk
dilaksanakan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 65 dan pasal 82
ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan pasal 31 ayat
(1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim
telah optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara
memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan
gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan
Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat

diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon
kepada Majelis Hakim untuk “Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat terhadap
Penggugat dengan iwadh Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)’, dengan dalil-dalil
yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli
2011. Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Raya Kahean kabupaten Simalungun;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat
Penggugat tersebut di atas;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da
dukhul) dan telah dikaruniai anak satu orang;

- Bahwa sejak tanggal 18 Januari 2013, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dari kediaman bersama dengan alasan mengantar orang tuanya
pindah rumah namun tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;

- Bahwa sejak itu sampai dengan saat ini, antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah rumah, Tergugat tidak pernah pulang sudah lebih dari 3 (tiga)

tahun lamanya, serta Tergugat tidak memberikan nafkah;
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- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berupaya mencari tahu
keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat dan kondisi tersebut, Penggugat sudah

tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan menginginkan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan
Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan
Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan
mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat
yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan
dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam (secara dejure) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang
dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (conditio

sine qua non);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan

Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P;

Menimbang, bahwa bukti a quo telah dimeterai dan di-nazegelen serta
telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya
yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai
pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende
bewijskracht) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi
maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea
Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim
menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil
alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti
tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi di persidangan, dalil
Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukii.
Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
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Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang
pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang
berhak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan itu, untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan tetangganya yang
masing-masing bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua sebagai saksi di
persidangan. Menurut penilaian Majelis Hakim, kedua saksi dapat dikategorikan
sebagai person yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan ucapannya, maka
terkait perkara perceraian, keduanya dapat didengar keterangannya untuk
dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan keduanya telah
disumpah menurut agamanya sehinga telah memenuhi syarat formil kesaksian.
Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172, 174 ayat (1), dan Pasal
175 R.Bg. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk

perkara,;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan
kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan
pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan
lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi
syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan

kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan
dua orang saksi di persidangan, setelah dikonstatir, dittmukan fakta bahwa
Tergugat setidaknya telah berjalan tiga tahun lamanya sampai perkara ini
diputus tidak pernah menafkahi Penggugat lagi, tidak meninggalkan sesuatu
yang dapat dijadikan sumber penghidupan oleh Penggugat, serta telah

membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pokok Penggugat untuk dapat dinyatakan

perkawinannya dengan Tergugat putus akibat perceraian telah terbukti;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, nyata dan terbukti Tergugat
telah menggantungkan talaknya pada beberapa keadaan tertentu yang mana
bunyi falik thalak tersebut sebagaimana kelaziman pada umumnya tertera
pada Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa tindakan/sikap Tergugat yang setidaknya sudah tiga
tahun lamanya pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah sama
sekali, serta tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan sumber
penghidupan bagi Penggugat yang secara keseluruhan berarti Tergugat tidak
mempedulikan Penggugat lagi, maka telah nyata (dan terbukti) Tergugat telah
melalaikan kewajibannya sebagai suami dan Majelis Hakim berpendapat bahwa
Tergugat telah melanggar sighat talik thalak (talak bersyaratnya) angka (1)
yang berbunyi “Meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut.”; angka (2) yang
berbunyi "Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri tiga bulan lamanya.”; dan
angka (4) yang berbunyi "Membiarkan (tidak mempedulikan) isteri enam bulan

lamanya.”;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah nyata melanggar sighat talik
thalak dan Penggugat tidak rela atas itu serta telah membayar iwvadh sebesar
Rp10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada

Penggugat, maka demikian syarat talik thalak telah terpenunhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hujjah fighiyyah

dari Kitab Syarqaw ‘ala al-Tahrir, halaman 302 yang berbunyi:

"Jika seseorang menggantungkan talaknya pada suatu keadaan, maka
jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi
lafaznya.”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, berdasarkan fakta tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan
Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana
maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga terreduksi
dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam, vyaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, sakinah,

mawaddah dan rahmabh;
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Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat
tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta tidak
rela/ridha lagi atas Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih pendapat beberapa ahli figh dalam Kitab Bughyah al-
Musytarsyidin, halaman 223 yang berbunyi:

Al oalill agle Glb eay  da )l de ) are 31

‘Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap
suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat (petitum angka 2) telah
terbukti dan beralasan hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan secara yuridis
telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian
sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh
karena itu -berikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah-
gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan
Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum
Islam tersebut dihubungkan dengan kandungan Pasal 1 huruf (i) Kompilasi
Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah diputuskan
dengan talak satu khuli, yakni dengan menjatuhkan talak satu khuli Tergugat
terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan
dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana
yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Surat Edaran Ketua
Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka
Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama
Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan

hukum tetap kepada PPN KUA tempat dimana Penggugat dan Tergugat
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bertempat kediaman saat ini dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (PPN KUA) tempat tercatatnya pernikahan Penggugat dengan
Tergugat untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat pada daftar

yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah KUA
Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun, sedangkan Tergugat sudah
tidak diketahui alamat dan keberadaanya. Adapun berdasarkan gugatan
Penggugat dan bukti P, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga
di KUA Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun. Maka Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa salinan putusan ini dikiim oleh Panitera Pengadilan
Agama Pematangsiantar kepada PPN KUA Kecamatan Raya Kahean
Kabupaten Simalungun untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat,

sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan
membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku serta hujjah syariyyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat) dengan iwadh Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raya
Kahean Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.

341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
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Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016
M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 H oleh kami Dian
Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Sabaruddin Lubis, S.H.
dan Taufik, S.H.l, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Nurasyiah
Bintang, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Hakim Anggota dto

dto Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.

Sabaruddin Lubis, S.H.
Hakim Anggota
dto

Taufik, S.H.l., M.A.
Panitera Pengganti

dto
Nurasyiah Bintang, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:
1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-

3. Biaya Panggilan
a. Panggilan Penggugat Rp 150.000,-
b. Panggilan Tergugat Rp 100.000,-

4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp 6.000,-
Jumlah Rp341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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